SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.oa.

BUPATI MOROWALI UTARA,

bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan
perwujudan aspirasi masyarakat berdasarkan prinsip
musyawarah mufakat dalam penyelenggaraan pemerintah
desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis;

. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik di desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa
sebagai Lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi
untuk  menampung dan = menyalurkan  aspirasi
masyarakat;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan
Desa, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga
perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5414);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun
2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Morowali Utara Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Menetapkan :

dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 38) diubah sebagai

berikut :



1. Ketentuan huruf k ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 17

(1) Anggota BPD berhenti karena:

a.
b.

C.

meninggal dunia;
mengundurkan diri; atau
diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, apabila:

a.
b.

@ ™o a0

berakhir masa keanggotaan;

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam)
bulan tanpa keterangan apapun;

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

tidak melaksanakan kewajiban;

melanggar larangan sebagai anggota BPD;

melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;

dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara S (lima) tahun
atau lebih;

tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya
yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali
berturut- turut tanpa alasan yang sah;

adanya  perubahan  status Desa menjadi Keluruhan,
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa
baru, pemekaran atau penghapusan Desa;

bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon

anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan

anggota BPD.



(2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,
mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon
anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut
berikutnya.

(3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak ada lagi yang memenuhi syarat maka
ditentukan dalam musyawarah keterwakilan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale

pada tanggal 12 Oktober 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale

pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

MUSDA GUNTUR
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UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 68,06/2023

Salinan sesuai dengan aslinya :

NIP.19780121 200604 2 027



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama

lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan
Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat
Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan
kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta
meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah
Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi
penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh @ Badan Permusyawaratan Desa  untuk
memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang
dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh
Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan
kebijakan Pemerintahan Desa. Dengan demikian penyelenggaraan
Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan
sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai
fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa
bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama
dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak
dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh

masyarakat Desa.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 17
Cukup Jelas.
Angka 2
Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal I
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
NOMOR 66

KABUPATEN MOROWALI

UTARA



